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This study aims to analyze the legal strength of the minute
the General Meeting of Shareholders (GMS) conducted or
The research method used is normative juridical, by exami
the Company LawWUUPT) in relation to the amendments of tt
Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), usi
a statutory approach. The legal materials used consist of prit
and tertiary legal sources, and the analysis results
descriptive in nature. Thatudy found that the binding lege
force of online GMS minutes is equivalent to that
conventional iaperson GMS, as this is regulated under t
provisions of the Company Law, the ITE Law, and C
regulationgi provided that the GMS is conducted v
teleconmunication media, attended by all shareholders of
company, and that the minutes of the meeting are prog
drawn up and affixed with electronic signatures. The le
implication of drafting online GMS minutes is that suc
documents remain legally vdlas long as they comply with tF
provisions of the Law on Notary Office (UUJN) and t
Indonesian Civil Code (KUHPerdata) regarding the creatior
authentic deeds. This is further supported if the GMS
conducted via video teleconference and includestrenic
signatures as valid evidence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukananaliss kekuatan
hukum dari berita acarRUPS secara onlineMetode penelitian
ini adalah yuridis normatif dengan mengkajjlUUPT yang
dikaitkan denganPerubahan UndangUndang ITE, dengan
pendekatan perundangundangan Bahan hukum yang
digunakan yakniberupabahan hukum primersekunderserta
tersier Hasil analisisya bersifat deskriptifHasil penelitian ini
ditemukan bahw&euatan hukumRUPS online tetapmengikat
sama sepertiiengan RUPS secatangsung sebagaimangelah
diatur dalam ketentuan UUPTUU ITE dan Peraturan OJK
Namun dengan catatan dalam pelaksanaan RUPS ters
dilakukan melalui media telekomunikadihadiri oleh seluruh
pemegang saharRerseroanserta RUPS tersebut dibuatka
suatu berita acara RUPS yang dibubuhi tandatangan elektro
Akibat hukumatasdibuatnyaberita acara RUPS secagaring
adalahbahwaakta tersebut tetapah seara hukum apabiléelah
dibuat sesuai dengan ketentuan UUJN dan KUHPerd:
sepanjangdalam pembuata akta autentik dan pelaksanaar
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RUPS tersebut terdapat sebuah video telekonferensi serta
tangan elektronik sebagai suatu alat bukti.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sangat pesatmempengaruhi berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan kemudahan yang diberikan serta efisiensi

waktu dalam bekerja ataupun melakukan aktivitas sehari -harinya. Kecanggihan yang
berkembang akibat teknologi tersebut memiliki beragam dampak , yakni dapat
berdampak positif maupun negatif tergantung bagaimana suatu individu

memanfaatkan perkembangan yang ada. Era inilah yang dimaksud dengan era
modern, dimana kecanggihan teknologi yang semakin maju menuntut perkembangan
intelektual yang juga harus semakin berkembang guna pemanfaatan teknologi yang
ada. Hal ini akhirnya melahirkan oUU No. 1 Tahun 2024yang merubah UU No. 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).6
Dengan perkembangan teknologi yang ada tersebut menyebakan pemerintah
membentuk suatu alat antisipasi guna menghindari adanya penyalahgunaan dari
perkembangan teknologi yang ada.

Perkembangan dari bidang teknologi informasi mempengaruhi dunia bisnis yakni

salah satunya pada sector perseroan terbatas.0OPasal 1 angka 1UU Cipta Kerja
mengatur Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebutPT. &T ialah badan hukum
yang berbentuk persekutuan modal. Pendiriannya dilakukan melalui perjanjian dan
menjalankan aktivitas ekonomi (usaha) yang dikelola dengan modal besar, di mana
sepenuhnya berwujud saham. Bisa juga berupa badan hukum perorangan dengan
kriteria Usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan
perundangundangan .

Perkembangan teknologi di dunia bisnis berdampak besar pada pelaksanaan RUPSPT.
Berdasarkan ketentuan oPasal 1 angka 4 UUPT mengatur Rapat Umum Pemegang
Saham, yang selanjutnya disebut RUP® ialah bagian organ Perseroan yang
mempunyai kewenangan khusus, yakni kewenangan yang tidak dimiliki Direksi
ataupun Komisaris sepanjang kewenangan tersebut dibatasi oléh ketentuan dalam UU
ini ataupun anggaran dasar. Lebih lanjut, Pasal 75 ayat (2) UUPT menegaskan,
opemegang saham berhak memperoleh keterangan terkait dengan Perseroan dari
Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat
dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroand .Sehingga RUPS sendiri
bertujuan untuk memutuskan hal yang sifatnya penting bagi penyelenggaraan suatu
PT, baik mengenai kebijakan dari Perseroan maupun wewenang dari setiap pemegang
saham yang dikeluarkan melalui bentuk jumlah suara dalam RUPS. Berdasarkan
OPasal 77 ayat (1) UUPT mengatur Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76,bahwa RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta
RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam
rapato .

Terdapat adanya perubahan pengaturan RUPS yang awalnya wajib secara langsung
menjadi dapat dilakukan RUPS secara daring, dimanadalam pelaksanaan RUPSsecara
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daring, tersebut pemegang sahamnya tidak berada dalam suatu ruangan, namun

bertemu melalui media elektronik. 1 Berdasarkan oPeraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada Pasal 1 angka 3 mengatur RUPS secara

elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan

media telekonferensi, video konferenSaerta atau s
OPasal 21 ayat (4) UWPT mengatur sebagai berikut: Perubahan anggaran dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta

notaris dal am bahasa I ndonesi a. o Sehingga ber
anggaran dasar haruslah melalui suatu akta notaris. 0Pasal 1 angka 7 UndangUndang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan

UUJN) Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris

menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang -Undang ini. 26

Salah satujenis akta autentik yang diberikan kewenangan kepada Notaris adalah akta
RUPSyakni berupa kewenangan notaris untuk menyaksikan suatu peristiwva hukum
yang dilakukan oleh para pemegang saham PT untuk dituangkan dalam akta autentik .
oPasal 21 ayat (4) dan ayat (5) UUPT RUPS yang dibuat di bawah tangan harus segera
dibuatkan Berita Acara atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta
Perubahan Anggaran Dasarnya oleh Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebuth .Berkaitan dengan pelaksanaan
RUPS secareonline tersebut tentunya akan berkontradiksi dengan ketentuan oPasal 16
ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa onotaris wajib untuk membacakan Akta
di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4
(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan ;3 dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris6 Sehingga jika
mengikuti ketentuan UUJN maka notaris wajib untuk menghadiri secara langsung
serta menandatangani akta yang dibuatnya tersebut secara langsungdi depan seluruh
pihak. Apabila RUPS dilakukan secaraonline maka akan bertentangan dengan 0Asas
Tabellionis Officium FideliterExerceboyakni notaris bekerja secara konvensional atau
notaris yang bekerja secara tradisionalé* Berdasarkan permasalahan tersebut maka
sangat menarik untuk dikaji mengenai keabsahan suatu akta RUPS yang dibuat secara
online sebagaimana ketentuan pasal 76 UUPT apabiladikaitkan d engan kewenangan
Notaris untuk wajib membacakan akta sebagaimana ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf
M UUJN.
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